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Abstrk: Salah satu kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemegang
kekuasaan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah terlindunginya seluruh
rakyat, terciptanya keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan kehendak
tersebut dibentuklah Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Akan tetapi saat ini,
kedudukan Polri secara langsung dibawah Presiden sebagaimana yang diatur
dalam Undang- undang tersebut seolah-olah bertentangan dengan konsep negara
Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Masalah dalam tulisan ini adalah
Bagaimanakah kedudukan Polisi dalam konteks Negara Demokrasi dan Apakah
kedudukan Polri saat ini sudah sesuai dengan konsep Negara Demokrasi. Tulisan
ini menyimpulkan lahirnya UU Kepolisian tahun 2002 menjadi tonggak awal
lahirnya Polri yang memiliki kedudukan langsung dibawah Presiden dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnyapun langsung kepada Presiden
serta tidak lagi ada ketentuan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung maupun
Kementerian dalam Negeri dalam pelaksanaan urusannya. UU Kepolisian ini
mengatur bahwa seolah-olah hanya Presiden yang menjadi atasan Polri. Keadaan
yang demikian ini tentunya menjadi sangat bertentangan dengan kedudukan
Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi. Akan tetapi, walaupun sudah 20
Tahun menjadi Institusi yang mandiri dan memiliki kekuasaan serta kewenangan
yang sangat besar Polri belum mampu untuk menjadi Institusi seperti apa yang
dicita-citakan pada saat merumuskan UU Kepolisian. Bahkan akhir-akhir ini Polri
menjadi institusi yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat
terutama berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan etika
Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Polri.

Kata Kunci: Polri, Negara Demokrasi

Abstract: One of the wills of the people that must be carried out by the holders of
state power based on the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia (UUD 1945) is the protection of all people, the creation of security and
order. To realize this will, the Indonesian National Police was formed which is
currently regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police. However,
currently, the position of the National Police is directly under the President as
regulated in the Act as if it contradicts the concept of the Indonesian state as a
democratic state. The problem in this paper is how is the position of the police in
the context of a democratic state and whether the current position of the police is
in accordance with the concept of a democratic state. This paper concludes that
the issuance of the 2002 Police Act was a milestone in the birth of the National
Police which has a position directly under the President and is directly responsible
for carrying out its duties to the President and there is no longer any provision for
coordinating with the Attorney General's Office or the Ministry of Home Affairs in
carrying out its affairs. This Police Law stipulates that it is as if only the President
is the superior of the Police. Such a situation is of course very contrary to
Indonesia's position as a democratic country. However, even though it has been
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20 years as an independent institution and has enormous power and authority, the
Police have not been able to become the institution that was aspired to when
formulating the Police Law. In fact, recently the National Police has become the
lowest institution to gain public trust, especially with regard to law enforcement,
human rights protection, and the ethics of Human Resources (HR) of members of
the National Police.

Keywords: Police, Democratic State

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi tentunya dalam penyusunan alat-alat negara
harus mencerminkan sebuah negara demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa yunani
yaitu “demos” dan “kratos”. Demos mempunyai arti rakyat sedangkan kratos artinya
pemerintahan. Sehingga dapat diartikan jika demokrasi merupakan pemerintahan yang
dilaksanakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.! Sebagai sebuah negara demokrasi yang
sejak lahir (17 Agustus 1945) tentunya Indonesia harus menjunjung tinggi konsep negara
Demokrasi terutama dalam praktek ketatanegaraanya. Indonesia disamping sebagai sebuah
negara demokrasi juga sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai falsafah bangsa yang
harus dijadikan patokan dalam menjalankan negara demokrasi tersebut, sehingga saat
ini Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.?

Dalam konteks negara demokrasi Pancasila, maka penguasa dalam mejalankan tugas
dan fungsi adalah terbatas pada kehendak rakyat dan hukum. Hal ini dikarenakan
sesungguhnya rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan. Untukmenjalankan kekuasaan
yang dapat menyuarakan aspirasi dan Nurani rakyat tersebut maka dibentuklah alat-alat
negara yang tujuannya adalah untuk membatasi/membagi/memisahkan kekuasaan sehingga
tercipta check and balance system dan agar tercapainya kehendak rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku
dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.?
Yuridis normatif mengkonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturang perundang-
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.* Pendekatan ini termasuk pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian dalam penyusunan tulisan ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan
menganalisis tentang kedudukan Polisi dalam konteks Negara Demokrasi, selanjutnya akan
diteliti untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal
tersebut. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundangan (statue approach), serta
ditambahkan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual digunakan
berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan kedudukan Polisi dalam
konteks Negara Demokrasi.

! Banyak ahli yang telah memberikan definisi terhadap Negara Demokrasi diantaranya, Hans Kelsen,
Abraham Lincoln, dan Harris Soche.

2 Menurut Achmd Ubaedillah (2015) dalam buku Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi,
demokrasiPancasila berkaitan erat dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila.
3 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 162.
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
hlm 118.
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PEMBAHASAN

Salah satu kehendak rakyat yang harus dilaksankan oleh pemegang kekuasaan negara
berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) adalah terlindunginya seluruh rakyat, terciptanya keamanan dan ketertiban. Maka oleh
karena itu, kehendak tersebut ditaungkan dalam pembukaanya UUD 1945 “....membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial...”. Dengan demikian, untuk terwujudnya keamanan, ketertiban dan
terlindunginya rakyat tersebut, maka perlu ada alat negara yang memiliki fungsi melindungi
rakyat dan menjaga ketertiban guna terwujudnya tujuan pembentukan negara tersebut.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dengan demikian fungsi utama
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk menjaga kemanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dengan fungsi yang sangat besar ini, terutama fungsi penegakan hukum menyebabkan
Polri dalam sejarahnya menjadi rebutan isntitusi Pemerintah lainnya untuk membawahi
POLRI°. Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) harapan instutusi
Pemerintah Lainnya untuk membawahi Polri menjadi pupus. Hal ini dikarenakan pada Pasal 8
Ayat (1) UU Kepolisian menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah
Presiden”. Kemudian Pasal 8 Ayat (2) UU Kepolisian menyatakan “Kepolisian Negara
Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan
dalm Pasal 8 UU kepolisian tersebut maka Porli merupakan institusi Negara yang berada
langsung dibawah Presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan TNI yang secara kebijakan dan
administratif tidak berada secara langsung dibawah Presiden melainkan dibawah Kementerian
Pertanahanan.’ Dalam sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia, penempatan kedudukan Polri
langsung dibawah Prsiden Pasca Reformasi dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik
Indonesia,’ yaitu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan : “Kepolisian Negara
Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2)
menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian
Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
Presiden”. Akan tetapi, Kepres tersebut masih menentukan dalam pelaksanaan fungsi dan
tugasnya Polri masih harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Departemen Dalam
Negeri. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Kepres tersebut, yang menyatakan:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan
yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban

5 Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan lembaga Kepolisian telah
dilakukan melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang
menginginkan Kepolisian berada di bawah lembaga atau Departemen/Kementerian, seperti Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Kehakiman atau Kejaksaaan Agung. Terutama sejak sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan
dari ABRI.

®Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi
DepartemenPertahanan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.

7 Perhatikan bagian menimbang (huruf a dan b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun
2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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umum”. Adapun yang menjadi pertimbangan penempatan Polri langsung dibawah Presiden dan
bertanggungjawab langsung kepada Presiden adalah untuk terpeliharanya ketertiban dan
ketentraman masyarakat serta kepastian hukum, dipandang perlu untuk meningkatkan integritas
dan kemampuan profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah menjadi
kenyataan fungsi keamanan yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
fungsi pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia telah terpisah berdasarkan
kebijakan pemerintah sejak 1 April 1999.% Selain itu, kedudukan Polri langsung dibawah

Presiden juga diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan : “Kepolisian Negara

Republik Indonesia berada di bawah Presiden”.

Bertitik tolak dari ketiga Peraturan tersebut diatas (UU Kepolisian, Kepres, dan Tap
MPR) maka dapat terlihat ada persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar berkaitan
dengan kedudukan Polri dalam sistem Ketanegaraan Indonesia. Persamaannya adalah ketiga
mengatur bahwa Polri ditempatkan dibawah Presiden secara langsung. Sedangkan yang
menjadi perbedaannya yaitu sebagai berikut:’

1. Pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia hanya mengatur kedudukan Polri dibawah Presiden, tidak mengatur
mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polri langsung kepada Presiden dan juga
tidak mengatur fungsi koordinasi Polri kepada Lembaga lain dalam menjalankan tugasnya.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan Polri dibawah
Presiden, Mengatur pertanggungjawaban Polri dalam melaksanakan tugasnya langsung
kepada Presiden, dan juga mengatur mengenai koordinasi Polri dalam pelaksanaan tugasnya
kepada Lembaga negara lainnya (Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalamurusan
yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban
umum).

3. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia.!® hanya mengatur kedudukan Polri dibawah Presiden dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden. Sedangkan kewajiban
berkoordinasi dengan Lembaga Negara lain (Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam
Negeri) dalam pelaksanaan urusanya ditiadakan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan ketiga Peraturan tersebut diatas, maka terlihat
jelas bahwa lahirnya UU Kepolisian tahun 2002 menjadi tonggak awal lahirnya Polri yang
memiliki kedudukan langsung dibawah Presiden dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnyapun langsung kepada Presiden serta tidak lagi ada ketentuan berkoordinasi dengan
Kejaksaan Agung maupun Kementerian dalam Negeri dalam pelaksanaan urusannya. Dengan
demikian, UU Kepolisian menjadi dasar Polri sebagai institusi atau Alat Negara yang mandiri
dengan fungsi dan kewenangan yang sangat besar.

Menempatkan Polri Langsung dibawah Presiden dan menjadikan Polri sebagai Institusi
yang mandiri dalam UU Kepolisian tentunya diiringi dengan harapan agar Polri dapat

8 Perhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan
KepolisianNegara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

° Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 2.

10 perhatikan pernyataan Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud
MDterkait diamnya DPR terhadap kasus yang dilakukan oleh Polri. Mahfud MD Sindir DPR Terkait Kasus Ferdy
Sambo: Kok Pada Diam? (viva.co.id).
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membangun citra diri sebagai polisi negara yang juga berarti polisi rakyat, maka tentunya Polri
harus dapat memeposisikan diri pada posisi yang tidak memungkinkan keberpihakan selain
keberpihakan kepada hukum dan rakyat. Pada tataran operasional teraktualisasi dalam bentuk
kedekatan Polri dengan masyarakatnya, yang pada akhirnya Polri mampu mendapat
kepercayaan yang besar dari masyarakat melebihi institusi negara lainnya. Selain itu, Polri juga
harus menyadari adanya kenyataan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) POLRI yang terbatas
tidak mungkin mampu mengamankan masyarakatnya yang demikian besar jumlahnya maka
oleh karena itu Polri membutuhkan partisipasi masyarakat. Agar tercipta partisipasi masyarakat
tersebut maka Polri terlebih dahulu harus dipercayai dan dicintai oleh masyarakat.

Akan tetapi, walaupun sudah 20 Tahun menjadi Institusi yang mandiri dan memiliki
kekuasaan serta kewenangan yang sangat besar Polri belum mampu untuk menjadi Institusi
seperti apa yang dicita-citakan pada saat merumuskan UU Kepolisian. Bahkan akhir-akhir ini
Polri menjadi institusi yang paling rendah mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama
berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan etika Sumber Daya Manusia
(SDM) anggota Polri. Bahkan terkadang Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak
lagi menjadi pelindung bagi rakyat tetapi cenderung pelindung kekuasaan, pelindung
kejahatan, pelaku kejahatan serta diduga ikut dalam politik praktis yang diharamkan bagi Polri.
Pada hari ini Polri kembali kembali tercoreng dengan kasus yang sangat amat memalukan
bangsa dan negara, tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada negara Internasional, yaitu
kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh seorang PejabatTinggi Polri beserta
isteri dan para ajudannya kepada salah satu ajudannya pula. Dalam kasusini bagaimana
dipertontokan buruknya ahlak seorang oknum Jenderal (FS) dengan jabatan Kepala Divisi
Propam yang merupakan intitusi internal Polri yang bertugas menjaga nama baik Polri dan
bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi danpengamanan
internal. Dalam hal ini termasuk ketertiban di lingkungan Polri, penegakan disiplin, dan
pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri. Rakyat
Indonesia tidak hanya dipertontokan sikap kejam dan pelanggar HAM, tetapi juga sifat yang
munafik (pembohong) dengan membuat scenario palsu dan tidak bertanggungjawab.

Dalam perjalanan pengungkapan kasus ini tidak hanya terjadi pembunuhan berencana
tetapi juga terjadi dugaan mengahalangi proses penegakan hukum dan bertindak tidak
profesional yang melibatkan sangat banyak anggota Polri, mulai dari Perwira Tinggi, Perwira
Menengah, hingga Bintara. Dengan adanya peristiwa ini semakin terlihat bahwa adanya
keinginan yang kuat dari oknum-oknum anggota Polri untuk saling melindungi dalam
melakukan kejahatan atau ketidak profesionalan sehingga tujuannya adalah menutup rapat
rapat kejahatan yang dilakukan oleh Oknum-oknum anggota Polri tersebut. Hal ini tentunya
sangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan dengan menempatkan Polri langsung
dibawah Presiden dengan kekuasaan serta kewenangan yang sangat besar sebagaimana diatur
dalam UU Kepolisian saat ini.

Penempatan Polri langsung dibawah Presiden disertai dengan kekuasaan dan
kewenangan yang sangat besar ini pada akhirnya telah disalahgunakan oleh beberapa oknum
anggota Polri seperti yang terjadi saat ini. Dalam kasus FS ini mulai terlihat bahwa dengan
kekuasaan dan kewenangan yang besar tersebut sangat banyak didalamnya terjadi kejahatan,
tidak hanya pembunuhan berencana, pelanggaran HAM, bertindak tidak profrsional, tetapi juga
diduga adanya kejahatan luar biasa (extra ordinary cream) liannya juga yang dilakukan oleh
Polri yaitu Perjudian On-line, Narkotika dan Pencucian Uang (Money Laundring). Kejahatan
ini juga tidak tanggung-tanggung diduga dilakukan oleh sangat banyak anggota Polri yang hari
ini menduduki jabatan-jabatan strategis di Polri. Kejahatan ini dilakukan secara massif,
terstruktur dan sistematis. Maka oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini harus
dikaji secara komfrehensif dan menyentuh pada akar permasalahan utamanya. Hal ini
dikarenakan apabila melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan ini semata tanpa
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menyentuh akar masalahnya maka dikhawatirkan suatu saat kejadian ini akan terulang kembali
dan melahirkan FS-FS yang lainnya suatu saat nanti.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan utama di Polri hari adalah
kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai kasus Polri yang muncul
hari ini pada hakikatnya hanyalah puncak dari gunung es akibat kekuasaan dan kewenangan
yang terlalu besar yang dimiliki oleh Polri. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai
Lembaga tinggi negara yang berfungsi dan berwenang mengawasi Polri inipun seakan-akan
tidak memiliki keberanian'! untuk berhadapan dengan Polri dikarenakan besarnya kekuasaan
dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Dari sekian banyak Lembaga negara termasuk
Lembaga tinggi negara seakan-akan hanya Presiden yang mampu menghadapi kekuasaan dan
kewenangan Polri ini. Atau mungkin karena UU Kepolisian yang mengatur bahwa seolah-olah
hanya Presiden yang menjadi atasan Polri. Keadaan yang demikian ini tentunya menjadi sangat
berbahaya bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara Demokrasi.

Memperhatikan berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri hari ini yang
semakin tidak terkendali seakan-akan lebih dari ABRI pada masa orde baru yang dilabeli
sebagai tameng kekuasaan. Dengan kekuasaan dan kewengan yang amat besar tersebut Polri
seakan-akan semakin tak terkendali seperti pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus)
Merah Putih tahun 2019 oleh Kapolri Tito Karnavian berdasarkan Surat Perintah (Sprin)
Nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019. Satgasus Merah Putih
mempunyai wewenang melakukan penyelidikan sejumlah perkara, antara lain yang tertuang
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Satgasus berwenang
melakukan penyelidikan perkara narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan perkara-perkara yang menajdi atensi pimpinan.
Satgasus ini merupakan jabatan nonstruktural dalam tubuh Polri tetapi memiliki
kewenanganyang sangat besar. Hal ini tentunya merupakan bentuk anomaly dalam tubuh polri
itu sendiri. Terjadinya hal demikian ini tentunya sebagai sebuah akibat dari besarnya kekuasaan
dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri.

Undang-Undang Kepolisian yang menempatkan Polri dibawah Presiden dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden tentunya harus menjadi
focus dalam mencari solusi dari berbagai masalah yang terjadi di Polri saat ini. Selain itu,
kedudukan Polri yang demikian itu juga harus dikaji dari aspek Negara Indonesia sebagai
sebuah negara Demokrasi dimana dalam negara demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan
sesungguhnya adalah rakyat (sipil). Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya semua cabang
kekuasaan itu dipimpin oleh rakyat (sipil) dalam hal ini Polri harus bernaung dalam lembaga
negara yang dipimpinan seorang Menteri atau Lembaga Negara setingkat Menteri yang
dipimpim seorang sipil'2. Hal ini diperlukan agar marwah negara demokrasi tersebut dapat
terwujud. Adanya Polri yang langsung dibawah Presiden dan Polri langsung dibawah
Komando seorang Jenderal Polisi'® yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam
pelaksanaan tugasnya tentunya merupakan bentuk penyimpangan dari negara Demokrasi
(Pemerintahan Rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian, agar kedudukan Polri
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan konsep negara demokrasi maka dalam
pelaksanaan tugas dan adminsitrasinya harus dibawah Lembaga negara yang dipimpin oleh
masyarakat sipil. Seperti halnya TNI yang saat ini yang secara kebijakan dan administratif tidak

1 Polri tentunya belum dapat dikatakan sebagai organiasi sipil murni dikarenakanPolri merupakan warga
negara yang tidak dapat berpolitik (memilih dan dipilih dalam sebuah Pemilu) dan memiliki sistem komando dan
dipersenjatai. Sedangkan masyarakat sipil adalah masyarakat yang aktif politik.

12 Jenderal merupakan sebutan untuk pimpinan pasukan Non-Sipil.

13 Harold Crouch, Indonesia: Demoncratization and the Threat of Dissintegration, Southeast Asian Affairs
2000, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000, h. 113.
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berada secara langsung dibawah Presiden melainkan dibawah koordinasi Kementerian
Pertanahanan.

Selain itu, kedudukan Polri yang langsung di bawah presiden akan cenderung dipolitisasi
dan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Meski diakui juga tidak ada jaminan bahwa
perubahan kedudukan Polri di bawah kementerian tidak lagi mengundang politisasi oleh
kekuasaan. Akan tetapi, perubahan tersebut diyakini sedikit banyak akanmemperkecil potensi
politisasi dan penyalahgunaan Polri oleh kekuasaan. Perubahan kedudukan Polri menjadi di
bawah kementerian atau Lembaga negara setingkat kementerian merupakan kelanjutan dari
reformasi Polri pasca refomasi demi mewujudkan Polri yang profesional dan bukan alat
kekuasaan, Polri harus menjadi sebagimana yang dikehendaki olehUUD 1945 yaitu pelindung
rakyat dan penjaga ketertiban.

Dengan kedudukan sebagaimana yang diatur dalam UU Kepolisian saat ini, Polri
dianggap sebagai institusi yang super power dengan membela kepentingan penguasa dan
karena langsung dibawah kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang sangat besar terutama
dalam penegakan hukum menyebabkan banyak oknum anggota Polri yang lupa daratan, lupa
akan tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga penyalahgunaan
kewenangan (abuse Of Power) seolah-olah menjadi hal yang biasa. Kekuasaan Polri dipandang
sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden sehingga seolah-olah menjadi alat
kekuasaan penguasa dan tidak memiliki sense of crisis terhadap permasalahan yang ada di
masyarakat.

Dengan kedudukan langsung di bawah Presiden sebagaimana yang diatur dalam UU
Kepolisian saat ini, menyebabkan Polri beranggapan bahwa hanya Presiden yang dapat
melakukan pengawasan terhadap Polri. Sementara itu, Presiden tentunya tidak akan mampu
mengawasi Polri secara terus menerus dikarenakan Presiden sebagai Kepala Negara dan
sebagai Kepala Pemerintahan juga sibuk dengan pelaksanaan tugas lainnya. Disamping itu dari
segi waktu Presiden juga terbatas sehingga tidak akan mungkin ada pengawasan yang efektif
terhadap kinerja Polri apalagi didalamnya terdapat oknum-oknum yang bermoral tidak baik.
Sedangkan lembaga negara lain tidak akan didengarkan oleh Polri jikalau akan melakukan
pengawasan karena Polri beranggapan bahwa secara vertical hanya bertanggungjawab kepada
Presiden.

Dengan dilakukan perubahan kedudukan Polri dibawah Kementerian atau Lembaga
Negara setingkat Kementerian maka pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan
kewenangan Polri dapat berjalan dengan baik karena dapat dilakukan oleh banyak pihak
termasuk dengan memperkuat fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Selain itu,
apabila Polri dibawah Kementerian atau Lembaga Negara Setingkat Kementerian, maka
nantinya akan dapat dilibatkan pengawas dari unsur masyrakat, sehingga Polri diharapkan
dapat menjadi Polisi masyrakat yang dicintai serta dipercayai oleh masyarakat.

Berdasarkan UU Kepolisian,'* terdapat tumpang tindihnya tugas dan wewenang Kapolri.
Selain sebagai penyelenggara operasional, Kapolri juga merumuskan berbagai kebijakan non
operasional yang menentukan kebijakan strategis penyelenggaraan fungsi kepolisian negara.
Dengan demikian ketentuan dalam UU Kepolisan yang menyatakan Kapolri memiliki
kewenangan untuk menentukan kebijakan teknis operasional, dalam kenyataannya bisa lebih
luas seperti lahirnya satgasus diluar struktur organisasi polri yang ada. Padahal secarateori harus
terjadi pemisahan yang tegas antara kekusaan pembetukan peraturan dan kekuasan
melaksanakan peraturan'>. Keadaan yang demikian ini tentunya juga bertentangan dengan

4 Hikmahanto Juwana, Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia, FH-UII,
Yogyakarta, 2006, h. 4.
15 Arief Sidharta, Refleks: tentang Struktur Iinn Hukum: Sebuabh Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat
Keilmnan Linmn Hukum sebagai I andasan Pengembangan Lmn Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
2000, h. 212.
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konsep negara demokrasi dan konsep pembagian/pemisahan kekuasaan yang tujuan utamanya
adalah pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi otoriter dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini
terjadi dikarenakan dalam pengambilan kebijakan dan administrasi Kapolri tidak dalam
koordinasi Lembaga Negara Lain.

KESIMPULAN

Lahirnya UU Kepolisian tahun 2002 menjadi tonggak awal lahirnya Polri yang memiliki
kedudukan langsung dibawah Presiden dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnyapun
langsung kepada Presiden serta tidak lagi ada ketentuan berkoordinasi dengan Kejaksaan
Agung maupun Kementerian dalam Negeri dalam pelaksanaan urusannya. Dengandemikian,
UU Kepolisian menjadi dasar Polri sebagai institusi atau Alat Negara yang mandiridengan
fungsi dan kewenangan yang sangat besar.
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